BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penataan kelembagaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
oleh Kejaksaan dan KPK dalam konsep hukum tata negara berkaitan dengan
pemisahan kekuasaan, untuk KPK berada dalam kekuasaan eksekutif.
Kejaksaanpun sesuai UU Nomor 11 Tahun 2021, berada dalam kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan kewenangan di bidang kerja yudikatif dalam
hal penyidikan dan penuntutan. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017
berdampak pada perubahan aturan KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019,
yang menegaskan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. KPK
memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,
Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
Penyelenggara Negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, hal ini terdapat dalam “Pasal 11
ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan penyidikan dan penuntutan
oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi ketika tidak memenuhi Pasal

11 ayat (1) di atas”.
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2. Pengaturan kelembagaan KPK dan Kejaksaan dalam penyidikan dan
penuntutan yang seharusnya, dapat melakukan pengadopsian terhadap
kewenangan kejaksaan Malaysia, dengan dua opsi yang pertama adalah
kewenangan absolut penuntutan berada pada Kejaksaan sebagai Penuntut
Umum, sehingga menyebabkan KPK tidak memiliki kewenangan untuk
melakukan Penuntutan, atau yang kedua adalah KPK tetap memiliki
kewenangan penuntutan tetapi harus mendapatkan izin dari lembaga
kejaksaan, sehingga hal ini berimplikasi bahwa jaksa di KPK berbeda dengan
Jaksa yang ada di lembaga Kejaksaan.Namun terdapat catatan bahwa
pengadopsian kewenangan tersebut tidak dapat langsung diterapkan sebab
harus menyesuaikan dengan kompenen stuktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Koordinasi yang efektif dan menyeluruh antara Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, khususnya terkait sumber daya manusia,
harus terjalin. Koordinasi ini penting agar kedua lembaga tersebut memahami
kewenangan masing-masing dalam menangani tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat
berujung pada penegakan hukum yang tidak efektif terhadap para pelaku
tindak pidana korupsi.

2. Pengadopsian kewenangan absolut dalam penuntutan yang dimiliki oleh

Kejaksaan Malaysia untuk diterapkan di Indonesia tidak dapat diterapkan
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begitu saja, tetapi harus melihat pada substansi, struktur dan budaya hukum

dari SDM maupun kelembagaan Kejaksaan Indonesia.
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